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P U T U S A N

Nomor:  73/G/2008 /PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  te lah  menja tuhkan  

putusan  dengan  per t imbangan- per t imbangan  sebaga i  ber i ku t ,  

da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

H.  ABDUL WAHAB DALIMUNTHE,  S.H,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Ketua  DPRD Prop ins i  Sumatera  

Utara ,  tempat  t i ngga l  Ja lan  Cycas  Raya 

11/22  Kompleks  Taman  Set ia  Budi  Indah ,  

Kelu rahan   Tanjung   Rejo ,  Kecamatan  Medan 

Sungga l ,  Kota  Medan;  da lam  hal  in i  

member i  kuasa  dan  memi l i h  domis i l i  hukum 

kepada  :  - - - - - - - - - - - - - -

1. SYAHRUZAL,  

S.H ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

2. MULYADI,  

S.H ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -  

3.  YUSMANIZAR,  

S.H ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -  

4.  MARWAN  HASIBUAN,  

S.H ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.  AKHMAD  JOHARI  DAMANIK,  

S.H ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  M.  ASWIN  DIAPARI  LUBIS,  

S.H  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kesemuanya  warga  

Negara  Indones ia ,  Peker jaan  Advokat  dan  

Konsu l t an  Hukum  pada  Kanto r  Hukum LAW 

OFf ICE  SYAHRUZAL  YUSUF  &  ASSOCIATES,  

bera lamat  d i  Ja lan  T.  Amir  Hamzah No.  48 

B Medan,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

Halaman 1 dar i  38 halaman Putusan  73/G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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te r t angga l  26  Mei  2008,un tuk  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i - - PENGGUGAT; 

MELAWAN

MENTERI  DALAM NEGERI  REPUBLIK INDONESIA,  Berkedudukan   d i  

Ja lan   Medan  Merdeka   Utara  No.  7 Jakar ta  

Pusat ,   da lam hal  in i  member i  Kuasa  kepada  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1.  PERWIRA  (Kepa la  Bi ro  Hukum);  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  W.  SIGIT  PUDJIANTO,S.H. ,  M.H  (Kepa la  

Bagian  Penye lesa ian  Sengketa  dan 

Bantuan  Hukum  pada  Bi ro  Hukum 

Depdagr i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  ERMA WAHYUNI,  S.H. ,  M.Si  (Kasubbag  

Wilayah  I  pada  Bi ro  Hukum Depdagr i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  BITNER  SAMOSIR,  S.H. ,  M.M  (Kasubbag  

Wilayah  I I  pada  Bi ro  Hukum Depdagr i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  SYELLI  NILA  KRESNA,  S.H  (Sta f .Subbag  

Wi layah  I I I  pada Bi ro  Hukum Depdagr i )  ;  

- ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  Pegawai  pada  Depar temen  

Dalam  Neger i ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Nomor:  183/1705 /  SJ te r t angga l  20  Jun i  

2008,  untuk  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TERGUGAT; 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Telah  membaca  gugatan  

Penggugat  te r t angga l  2 Jun i  2008  dan te lah  diperba i k i  pada  

pemer iksaan  pers iapan  tangga l  23  Jun i  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor:  73/PEN- DIS/2008 /PTUN- JKT,  te r t angga l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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3  Jun i  2008  ten tang  penetapan  pemer iksaan  perkara  in i  

dengan acara  biasa  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar ta  Nomor:  73/PEN/2008/PTUN- JKT. ,  te r t angga l  3  

Jun i  2008  ten tang  Penunjukan  Susunan  Maje l i s  Hakim  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  Nomor  :  73/PEN- HS/2008/PTUN-  JKT. ,  

te r t angga l  4  Jun i  2008  ten tang  Penetapan  Har i  Sidang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  yang  

bersangku tan ;  - - - - - Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  

Maje l i s  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  

73/G/2008 /PTUN-  JKT te r t angga l  12 Jun i  2008 ten tang  

Penetapan  Penundaan  Pelaksanaan  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  Republ i k  Indones ia  Nomor:  161.12- 316  Tahun  2008  

tangga l  6 Mei  2008 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Telah  membaca  dan  memer iksa  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

maupun  sura t - sura t  la i nnya  yang  dia j ukan  oleh  Para  Pihak  

yang  berperka ra  di  pers idangan  ;  - - - - - - - -

Telah  membaca  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  dan  

Ber i t a  Acara  pers i dangan  dalam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  mendengarkan  kete rangan  Para  Pihak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  kepada  

Tergugat  dengan  sura t  gugatannya  te r t angga l  2  Jun i  2008  

yang  te l ah  di t e r ima  dan  dida f t a r kan  di  Kepani te raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  2  Jun i  

2008  di  bawah  Regis te r  perkara  Nomor  :  73/G/2008 /  PTUN-

JKT,  dan  te lah  dipe rba i k i  da lam  s idang  Pemer iksaan  

Pers iapan  tangga l  23 Jun i  2008,  te l ah  mengemukakan  alasan-

alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

Halaman 3 dar i  38 halaman Putusan  73/G/2008 /PTUN- JKT
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Objek  gugatan  :  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  :  

161.12- 316  Tahun  2008  ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  dan  

Pengangkatan  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Prop ins i  Sumatera  Utara ,  

te r t angga l  6  Mei  

2008  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -  

Adapun  gugatan  in i  d imajukan  adalah  didasarkan  kepada  

alasan- alasan  hukum  sebaga i  ber i ku t  d i  bawah  in i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -  

1.  Bahwa Penggugat  ada lah  anggota  Par ta i  Golongan  Karya  

(Go lka r )  yang  se jak  tangga l  10  September  2004  te l ah  

diangka t  resmi  sebaga i  Anggota  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Prop ins i  Sumatera  Utara  (se lan ju t n ya  

cukup  disebu t  DPRD-SU)  per iode  2004  -  2009  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  RI  

No.  161.22- 656 Tahun 2004  tangga l  10 september  2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -  

2. Bahwa  se jak  diangka t  dan  se lama  menjabat  sebaga i  

Anggota  DPRD-SU Penggugat  te lah  melaksanakan  tugas  

sebaga i  sa lah  seorang  anggota  DPRD-SU te rsebu t  sesua i  

dengan  amanat  yang  dibe r i kan  dengan  te tap  d idasarkan  

kepada  keten tuan  perundang- undangan  yang  ber laku ,  dan  

akan  te tap  ber lan j u t  sampai  tahun  per i ode  berakh i r  

tahun  2009 ;  - - - - - - - -  

3.  Bahwa  namun  belum  berakh i r  masa  jaba tan  te rsebu t  

betapa  te rke j u t n ya  Penggugat  ket i ka  pada  tangga l  16  

Mei  2008,  sete lah  membaca  ber i t a  pada  sebuah  

media /ko ran  Sinar  lndones ia  Baru  (SIB)  te rb i t a n  Medan 

pada  ha laman  1  dengan  judu l  ber i t a "  Mendagr i :  

Sekdapropsu  Defen i t i f  akan  Di te tapkan  sebe lum 

Pelan t i k an  Gubsu.  Mendagr i  Resmi  PAW-kan  Abdul  Wahab 

Dal imunthe" ,  d imana  disebu tkan  bahwa  Tergugat  te l ah  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Pemberhent i an  Penggugat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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sebaga i  Anggota  DPRD-SU  mela lu i  Sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam  Neger i  RI  No.  161.12- 316  Tahun  2008  

te r t angga l  6 Mei  2008 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bahwa guna  mempero leh  kebenaran  in fo rmas i  yang  leb ih  

je l as ,  maka kemudian  Penggugat  mengi r im  utusan  untuk  

mencar i  in fo rmas i  ten tang  kebenaran  objek  perkara  

aquo  ke  kanto r  DPRD-SU dan  dipe ro leh  in fo rmas i  bahwa 

benar  Tergugat  te l ah  menerb i t kan  objek  perkara  aquo  

akan  te tap i  Penggugat  be lum  mener ima  secara  resmi  

Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  RI  No.  161.12-

316  Tahun  2008  te r t angga l  6  Mei  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.  Bahwa  dengan  te rb i t n ya  objek  perkara  aquo  yang  

dike lua rkan  oleh  Tergugat  te rsebu t  ten tu  sangat  

mengganggu  kepent i ngan  Penggugat  sebaga i  p ihak  yang  

berkepent i ngan  oleh  sura t  keputusan  te rsebu t ,  karena  

sura t  keputusan  te rsebu t  d i te rb i t k an  oleh  Terguga t  

tanpa  mela lu i  mekanisme/a tu ran  hukum  yang  ber laku  

bahkan  Penggugat  yang  merupakan  objek  dar i  sura t  

keputusan  te rsebu t  mengetahu inya  dar i  mass  media  

(pada  waktu  i t u  Penggugat  sama seka l i  be lum mener ima  

secara  resmi  Keputusan  te rsebu t )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6.  Bahwa Penggugat  baru  mener ima  resmi  Sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam  Neger i  RI  No.  161.12- 316  Tahun  2008  

te r t angga l  6  Mei  2008  te rsebu t  pada  tangga l  24  Mei  

2008  dar i  sekre ta r i s  Dewan Perwak i l an  Rakyat  Prop ins i  

Sumatera  Utara ,  Drs .  H.  Ridwan  Bustan ,  MM ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7.  Bahwa  oleh  karena  Penggugat  merasa  kepent i ngan  

hukumnya  te rganggu  ak iba t  d i te r b i t k annya  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  te rsebu t ,  maka  sudah  

sepatu tnya  Penggugat  mengajukan  gugatan  pembata lan  

te rhadap  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  RI  No.  

161.12- 316 Tahun  2008  te r t angga l  6 Mei  2008  te rsebu t ;  

Halaman 5 dar i  38 halaman Putusan  73/G/2008 /PTUN- JKT
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- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8.  Bahwa  Tergugat  ada lah  merupakan  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  yang  melaksanakan  urusan  

pemer in tahan  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ,  seh ingga  sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  

1 po in t  (2 )  Undang- Undang No.  5 Tahun 1986  jo  Undang-

Undang  No.  9  Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara .  Tergugat  adalah  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Bahwa sedangkan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  

RI  No.  161.12 316  Tahun  2008  te r t angga l  6  Mei  2008  

(ob jek  perkara  aquo)  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  1 

but i r  3  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  jo  Undang-

Undang  No.  9  Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ada lah  te rmasuk  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  karena  yang  menerb i t kannya  adalah  Terguga t  

yang  merupakan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

dan  Sura t  Keputusan  te rsebu t  bers i f a t  konkr i t ,  

ind i v i d ua l  dan  f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum 

bag i  Penggugat ;  - -  

10.  Bahwa  oleh  karena  Penggugat  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  oleh  te rb i t n ya  Sura t  Tergugat  yang  notabene  

ada lah  suatu  Keputusan  Tata  Usaha Negara ,  maka ada lah  

tepa t  menuru t  Pasa l  53  ayat  (1 )  jo  Pasal  54  ayat  (1 )  

Undang- Undang No.  5 Tahun  1986  jo  Undang- Undang No.  9 

Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka 

demi  hukum dan  kead i l an  Penggugat  mengajukan  gugatan  

perkara  aqua  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar t a  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.  Bahwa oleh  karena  Penggugat  baru  mengetahu i  ten tang  

Sura t  Keputusan  No.  161.12- 316  Tahun  2008  te r t angga l  

6  Mei  2008  te rsebu t  pada  tangga l  16  Mei  2008,  maka 

sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  55  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  1986  jo  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  yang  

mengatakan  "guga tan  dapat  d ia j ukan  hanya  dalam 

tenggang  waktu  sembi l an  puluh  har i  te rh i t u ng  se jak  
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saat  d i te r imanya  atau  diumumkannya  keputusan  badan  

atau  pejaba t  Tata  Usaha  Negara" ,  maka  gugatan  

Penggugat  in i  d ia j ukan  dalam  tenggang  waktu  yang  

dipe rbo lehkan  oleh  undang- undang  yang  ber laku ,  karena  

i t u  adalah  patu t  untuk  di te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

12.  Bahwa  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  No.  

161.12- 316  Tahun  2008  te r t angga l  6  Mei  2008  te rsebu t  

te l ah  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  tanpa  memenuhi  

prosedur  dan  mekanisme  yang  seharusnya  ser ta  te l ah  

melanggar  azas- azas  umum pemer in tahan  yang  ba ik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

13.  Bahwa  sa lah  satu  azas- azas  umum pemer in tahan  yang  

baik  te rsebu t  ada lah  azas  kecermatan  fo rma l ,  d imana  

ins tans i / Pe j aba t  TUN pada saat  

mempers iapkan  suatu  keputusan  harus  sudah  mempero leh  

gambaran  yang  je l as  mengenai  semua fak ta -  fak ta  yang  

re levan  maupun  semua  kepent i ngan  yang  te rsangku t ,  

te rmasuk  kepent i ngan  p ihak  ket i ga  ;  - - - - - -  

14.  Bahwa karena  i t u  pejaba t  yang  akan  mengeluarkan  suatu  

putusan  harus  mempela ja r i  dan  menel i t i  kebenaran  dar i  

semua  pendapat  pihak- pihak  yang  berkepent i ngan ,  

ten tunya  da lam  hal  in i  d iper l ukan  mendengar  

kete rangan  pihak - pihak  yang  berkepen t i ngan  te rsebu t  

te rmasuk  kete rangan  dar i  Penggugat  dan  semua  fak ta -

fak ta  te rsebu t  harus  iku t  d ipe r t imbangkan  dalam 

keputusan  yang  dike lua rkan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

15.  Bahwa  akan  halnya  dengan  Tergugat ,  da lam  hal  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  RI  

No.  161.12- 316  Tahun  2008  te r t angga l  6  Mei  2008,  

Tergugat  t i dak  cermat  mel iha t  fak ta - fak ta  yang  

re levan  dan  t i dak  menel i t i  kepent i ngan  Penggugat  

sebaga i  p ihak  yang  dimaksud  oleh  Sura t  Keputusan  

te rsebu t ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

16.  Bahwa  ket i dakce rmatan  Tergugat  da lam  menerb i t kan  
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objek  perkara  aquo,  ada lah  kekh i l a f an  Tergugat  yang  

sebe lumnya  t i dak  pernah  mendengar  kete rangan  

Penggugat  sebaga i  p ihak  yang  sangat  berkepent i ngan  

dalam  proses  te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  te rsebu t ;  

- - - - - - -  

17.  Bahwa se la i n  i t u ,  Tergugat  juga  te l ah  kh i l a f  karena  

t i dak  memperhat i kan  fak ta - fak ta  anta ra  la i n  bahwa 

Penggugat  menjaba t  sebaga i  Ketua  DPRDSU  te rsebu t  

ada lah  dar i  unsur  Fraks i  Par ta i  Golkar  sementara  

anta ra  Penggugat  dan  DPP Par ta i  Golkar  send i r i  masih  

te rdapa t  sengke ta  atas  pemberhent i an  Penggugat  

sebaga i  anggota  Golkar  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

18.  Bahwa  sedangkan  dasar  penerb i t an  Sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam  Neger i  RI  No.  161.12- 316  Tahun  2008  

te r t angga l  6 Mei  2008  te rsebu t  ada lah  Sura t  Keputusan  

DPP  Golkar  yang  memberhent i kan  Penggugat  sebaga i  

anggota  par ta i  ya i t u  Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  

Par ta i  Golongan  Karya  Nomor:  KEP-

201/DPP/GOLKAR/I I / 2008  Tangga l  12  Februar i  2008  

ten tang  Pemberhent i an  sebaga i  Anggota  Par ta i  Golkar ,  

maka  seharusnya  Tergugat  mencermat i  

te r l eb i h  dahu lu  apakah  penerb i t an  sura t  te rsebu t  

te l ah  memenuhi  ta ta  cara  dan  mekanisme  yang  benar ,  

yang  ber l aku  pada  sebuah  par ta i  po l i t i k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

19.  Bahwa  sedangkan  Sura t  Keputusan  DPP Par ta i  Golka r  

Nomor:  KEP201/DPP/GOLKAR/I I / 2008  Tangga l  12  Februar i  

2008  yang  memberhent i kan  Penggugat  dar i  Par ta i  Golka r  

te rsebu t  je l as - je l as  te lah  ber ten tangan  dengan  AD/ART 

maupun  pera tu ran  organ isas i  Par ta i  Golkar  yang  

ber l aku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

20.  Bahwa  untuk  leb ih  je l asnya ,  d ida lam  keputusan  DPP 

Par ta i  Golkar  Nomor:  KEP-201/DPP/GOLKAR/I I / 2008  

Tangga l  12  Februar i  2008  te rsebu t  d isebu tkan  bahwa 
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pemberhent i an  Penggugat  sebaga i  anggota  Par ta i  Golkar  

ada lah  karena  Penggugat  te lah  melakukan  pe langgaran  

atas  dis i p l i n  organ isas i ,  sementara  keten tuan  ten tang  

sanks i  atas  pelanggaran  dis i p l i n  te lah  dia tu r  da lam 

keten tuan  pasa l  12 Pera tu ran  Organ isas i  Par ta i  Golkar  

yang  ber i s i k an  anta ra  la i n  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

a. Per inga tan  

te r t u l i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Diberhen t i k an  sementara  sebaga i  

pengurus ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.  Diberhen t i k an  sementara  sebaga i  

anggota ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d.  Diberhen t i k an  sebaga i  

pengurus ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e.  Diberhen t i k an  sebaga i  

anggota ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.  Bahwa  namun  sanks i  pemberhent i an  te rhadap  Penggugat  

dar i  keanggotaan  Par ta i  Golkar  te rsebu t  d i l akukan  

tanpa  mela lu i  prosedur  fo rma l  maupun  mater i a l  

sebaga imana  disebu tkan  dalam keten tuan  dia tas ,  karena  

Penggugat  be lum  pernah  mener ima  per inga tan  te r t u l i s  

dan  belum  pernah  dibe rhen t i k an  sementara  dar i  

keanggotaan  Par ta i  Golkar ,  te tap i  langsung  sanks i  ke  

poin t  (e )  ya i t u  dibe rhen t i k an  sebaga i  anggota  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

22.  Bahwa  se la i n  i t u ,  sesua i  dengan  keten tuan  pasa l  18  

Pera tu ran  Organ isas i  Par ta i  Golkar ,  Penggugat  juga  

belum  pernah  dibe r i k an  kesempatan  untuk  melakukan  

pembelaan  di r i  atas  kesa lahan  yang  d i t uduhkan ,  

seh ingga  Penggugat  meni la i  Keputusan  DPP  Par ta i  

Golkar  atas  pemberhent i an  Penggugat  te rsebu t  ada lah  

cacat  hukum;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

23.  Bahwa  karena  pemberhent i an  Penggugat  te rsebu t  cacat  

hukum dan  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan  yang  ber l aku  

(AD/ART)  Par ta i  Golkar  maupun  pera tu ran  organ isas i  
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la i nnya ,  maka  Penggugat  te lah  mengajukan  gugatan  

perda ta  te rhadap  DPP Par ta i  Golkar  sehubungan  dengan  

te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Golongan  Karya  Nomor  KEP-201/DPP/GOLKAR/I I / 2008  

Tangga l  12 Februar i  2008  ke  Pengadi l an  Neger i  Jakar ta  

Bara t  yang  te rda f t a r  da lam  Reg.  No.  

182/Pdt .G /2008 /PN- JAK.BAR  tangga l  09  Mei  2008  yang  

mana  saat  in i  perka ra  te rsebu t  sedang  dalam  proses  

admin is t r a s i  guna  di l aksanakan  pers idangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  

24.  Bahwa dengan  demik ian ,  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  

Republ i k  lndones ia  Nomor  161.12- 316  Tahun  2008  

tangga l  6  Mei  2008  te rsebu t  te l ah  d idasarkan  kepada  

suatu  keputusan  yang  cacat  hukum karena  didasar i  o leh  

Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Golongan  

Karya  Nomor  KEP-201/DPP/GOLKAR/I I / 2008  Tangga l  12  

Februar i  2008  yang  masih  da lam  sengketa  dan  te lah  

masuk kepada  proses  hukum ;  - - -  

25.  Bahwa oleh  karena  Tergugat  d ida lam  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  (ob jek  aquo)  tanpa  mendengar  kete rangan  

Penggugat  sebaga i  p ihak  yang  sangat  berkepent i ngan  

dan  oleh  karena  penerb i t an  sura t  keputusan  te rsebu t  

tanpa  mempert imbangkan  fak ta - fak ta  yang  ada  anta ra  

la i n  kebera tan  Penggugat  atas  sura t  keputusan  dar i  

DPP  Golka r  atas  pemberhent i an  Penggugat  dar i  

keanggotaan  Par ta i  Golkar ,  maka  je l as  te rbuk t i  

Tergugat  te l ah  melanggar  aza- azas  umum pemer in tahan  

yang  baik  sebaga imana  disebu tkan  dalam pasa l  53  ayat  

2 Undang- Undang No.  5 Tahun  1986  jo  Undang- Undang No.  

9  Tahun  2004  ya i t u  azas  kecermatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -  

26.  Bahwa oleh  karena  Sura t  Keputusan  Tergugat  te rsebu t  

te l ah  di te rb i t k an  dengan  melanggar  azas- azas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik ,  maka  secara  otomat i s  

Keputusan  Tergugat  ya i t u  objek  perkara  aquo  juga  
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ada lah  cacat  hukum,  dan karena  i t u  ada lah  patu t  untuk  

diba ta l kan ;  - - - - -  

27.  Bahwa  se la i n  i t u  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Republ i k  lndones ia  Nomor  161.12- 316  Tahun  2008  

tangga l  6 Mei  2008  te rsebu t  juga  te lah  melanggar  Asas  

Keterbukaan  karena  Tergugat  t i dak  memperhat i kan  

per l i ndungan  atas  hak  asas i  pr ibad i  Penggugat  dan  

azas  pro fes i ona l i t a s  karena  Tergugat  t i dak  

mengutamakan  keah l i an  yang  ber landaskan  kode  et i k  dan  

keten tuan  perundang- undangan  yang  ber laku  sebaga imana  

disebu tkan  dalam  Pasa l  3  Undang- Undang  No.  28  Tahun  

1999  ten tang  Penye lenggaraan  Negara  yang  bers ih  dan  

bebas  dar i  KKN ;  - - - - - - - - - - - - - - -

28.  Bahwa  oleh  karena  i t u  dimohonkan  kepada  yang  

te rho rmat  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

c.q  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra  in i  agar  member i  dan  menja tuhkan  putusan  

hukum  dengan  membata lkan  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  Republ i k  lndones ia  Nomor  161.12- 316  Tahun  2008  

tangga l  6  Mei  2008  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

29.  Bahwa Sura t  Keputusan  yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  

te rsebu t  te lah  menyebabkan  Penggugat  t i dak  dapat  lag i  

menja lankan  tugasnya  sebaga i  anggota  DPRD-SU dengan  

baik  dan  d ianggap  t i dak  mampu  melaksanakan  amanah 

yang  dibe r i k an  kepada  Penggugat ,  padaha l  te rb i t n ya  

sura t  te rsebu t  d idasarkan  Kepada  prosedur  dan  alasan  

yang  sa lah ,  dan  yang  pa l i ng  mendesak  ada lah  dengan  

adanya  keputusan  te rsebu t  Penggugat  t i dak  sempat  

melakukan  pembelaan  di r i  ;  - - - - - - - - - - - - -  

30.  Bahwa  dan  ak iba t  te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  Menter i  

Dalam  Neger i  Republ i k  lndones ia  Nomor:  161.12- 316  

Tahun  2008  tangga l  6  Mei  2008  yang  cacat  hukum 

te rsebu t  DPD Par ta i  Golkar  Prop ins i  Sumatera  Utara  

maupun  p ihak - pihak  la i n  yang  berkepen t i ngan  te l ah  
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meminta  dan  mendesak  Pimpinan  DPRD Prop ins i  Sumatera  

Utara  untuk  segera  menindak  lan ju t i  dan  segera  

melaksanakan  Rapat  Pimpinan  DPRD-SU dengan  pimpinan  

f raks i - f raks i  DPRD-SU  guna  menentukan  har i  dan  

tangga l  pengambi l an  sumpah/ jan j i  anggota  Dewan  yang  

menjad i  Penggant i  Antar  Waktu  (PAW)  atas  di r i  

Penggugat  ya i t u  H.M.  Hanaf i ah  Harahap,  SH sebaga imana  

dimaksud  dalam  is i  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  Republ i k  lndones ia  Nomor  161.12- 316  Tahun  2008  

tangga l  6  Mei  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31.  Bahwa  se lan ju t nya  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  67  

ayat  (2 )  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  jo .  Undang-

Undang  No.  9  Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  disebu tkan  :  "Penggugat  dapat  

mengajukan  permohonan  agar  pe laksanaan  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  i t u  di t unda  se lama  pemer iksaan  sengketa  

TUN sedang  ber ja l an  sampai  ada  putusan  pengad i l an  

yang  mempero leh  kekuatan  hukum te tap  ( In  Krach t  Van 

Gewis jde ) "  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

32.  Bahwa oleh  karena  i t u  maka  demi  hukum dan  kead i l an  

Penggugat  dengan  in i  mohon agar  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  Jakar ta  c .q  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa  

dan  mengadi l i  perka ra  in i  agar  berkenan  k i ranya  

mengeluarkan  Penetapan  Penundaan  Pelaksanaan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Republ i k  lndones ia  

Nomor:  161.12- 316  Tahun  2008  tangga l  6  Mei  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa oleh  karena  Keputusan  Tergugat  te rsebu t  te lah  

melanggar  azas- azas  Pemer in tahan  Umum yang  baik  

sebaga imana  diu ra i kan  d ia tas ,  maka  dengan  sega la  

kerendahan  hat i  ser ta  demi  hukum  dan  kead i l an  

Penggugat  dengan  in i  memohon kepada  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  untuk  memanggi l  para  p ihak  

yang  berperka ra  untuk  had i r  pada  suatu  har i  

pers i dangan  yang  di te t apkan  untuk  i t u  dan  se lan ju t nya  
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memer iksa ,  mengadi l i  dan  member ikan  putusan  da lam 

perkara  in i  yang  amamya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

I . DALAM PENUNDAAN (SCORSING) 

Mengabulkan  Permohonan  Penundaan  Pelaksanaan  Keputusan  

Menter i  Dalam Neger i  Republ i k  lndones ia  Nomor:  161.12-

316  Tahun  2008  tangga l  6  Mei  2008  ten tang  :  

Penggant i an  Anta r  Waktu  Anggota  DPRD- SU,  sampai  adanya  

putusan  pengad i l an  yang  mempero leh  kekuatan  hukum 

te tap  ( in  krach t  van  gewis jde )  ser ta  mohon agar  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  mengeluarkan  Penetapan  

Penundaan  Pelaksanaan  Keputusan  dalam  perkara  aquo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

I I .  DALAM POKOK PERKARA 

1.  Mener ima  dan  mengabu lkan  gugatan  Penggugat  

untuk  se lu ruhnya  ;  - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Keputusan  

Menter i  Dalam  Neger i  Republ i k  lndones ia  Nomor  

161.12- 316  Tahun  2008  tangga l  6  Mei  2008  ten tang  

Peresmian  Pemberhent i an  Dan  Pengangkatan  Penggant i  

Antar  Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

Prop ins i  Sumatera  Utara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabut  

Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Republ i k  

lndones ia  Nomor:  161.12- 316  Tahun  2008  tangga l  6 Mei  

2008  Tentang  Peresmian  Pemberhent i an  Dan 

Pengangkatan  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Prop ins i  Sumatera  Utara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  se lu ruh  

biaya- biaya  yang  t imbu l  da lam  proses  perkara  In i  ;  

Halaman 13 dar i  38 halaman Putusan  73/G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa pada  har i  s idang  yang  te l ah  di ten tukan ,  untuk  

Penggugat  datang  menghadap  Kuasanya  MARWAN HASIBUAN,  S.H,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  26  Mei  2008. ,  

untuk  pihak  Tergugat  datang  menghadap  Kuasa  Hukumnya 

bernama BITNER SAMOSIR,  S.H. ,  M.M berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Nomor :  183/1705 /SJ  te r t angga l  20 Jun i  2008 ;  - - - - - - -

Bahwa atas  gugatan  Penggugat ,  Pihak  Tergugat  te l ah  

mengajukan  Jawaban  te r t angga l  14  Ju l i  2008  pada  

pers i dangan  tangga l  15  Ju l i  2008,  yang  menyampaikan  hal -

ha l  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DALAM EKSEPSI  

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  161.12- 316  Tahun  2008  

tangga l  6  Mei  2008  ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  Dan 

Pengangkatan  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Prov ins i  Sumatera  Utara  tangga l  6 

Mei  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa Tergugat  menolak  dengan  tegas  per lawanan  Penggugat  

te rhadap  Tergugat  dengan  alasan  bahwa  dalam  gugatannya  

baik  pada  fundamentu rn  petend i  maupun  pet i t um  pengugat  

mencantumkan  bahwa  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  161.12- 316  Tahun  2008  ten tang  Peresmian  

Pemberhent i an  Dan  Pengangkatan  Penggant i  Antar  Waktu  

Anggota  Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Prov ins i  Sumatera  

Utara  di te rb i t k an  Terguga t  tanpa  memenuhi  prosedur  dan  

mekanisme yang  seharusnya ,  ser ta  te l ah  melanggar  azas- azas  

pemer in tahan  yang  ba ik  yang  sa lah  satunya  azas- azas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik  te r sebu t  ada lah  azas  kecermatan  

fo rma l ,  d imana  ins tans i / Pe j aba t  TUN  pada  saat  

mempers iapkan  suatu  keputusan  harus  sudah  mempero leh  

gambaran  yang  je l as  mengenai  semua  fak ta - fak ta  yang  

re levan  maupun  kepent i ngan  yang  te rsangku t  te rmasuk  

kepent i ngan  pihak  ket i ga ,  bahwa  karena  i t u  pe jaba t  yang  
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akan  mengeluarkan  suatu  putusan  harus  mempela ja r i  dan  

menel i t i  kebenaran  dar i  semua  pendapat  pihak  p ihak - pihak  

yang  berkepent i ngan ,  ten tunya  dalam  hal  in i  d ipe r l u kan  

mendengar  pihak- pihak  yang  berkepen t i ngan  te rsebu t  

te rmasuk  kete rangan  dar i  Penggugat  dan  semua  fak ta - fak ta  

te rsebu t  harus  iku t  d iper t imbangkan  dalam  keputusan  yang  

dike lua rkan ,  seh ingga  sudah  cukup  a lasan  hukum  bag i  

Maje l i s  untuk  menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  

atau  set i dak - t i daknya  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA 

1.  Bahwa  Terguga t  dengan  tegas  menolak  se lu ruh  dal i l -

da la i l  gugatan  Penggugat ,  kecua l i  te rhadap  ha- hal  yang  

diaku i  kebenarannya  ;  - - - - - - - - - -  

2.  Bahwa memang benar  Tergugat /Mente r i  Dalam Neger i  te l ah  

menerb i t kan  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  

161.12- 316  Tahun  2008  tangga l  6  Mei  2008  ten tang  

Peresmian  Pemberhen t i an  Dan  Pengangkatan  Penggant i  

Antar  Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

Prov ins i  Sumatera  Utara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -  

3.  Bahwa  Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l  Penggugat  

pada  but i r  15  yang  menyatakan  "bahwa  akan  halnya  

dengan  Terguga t  da lam  menerb i t kan  sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam Neger i  Nomor  Nomor  161.12- 316  Tahun  2008  

tangga l  6  Mei  2008,  Terguga t  t i dak  cermat  mel iha t  

fak ta - fak ta  yang  re levan  dan  t i dak  menel i t i  

kepent i ngan  Penggugat  sebaga i  p ihak  yang  dimaksud  oleh  

Sura t  Keputusan  te rsebu t ,  dan  but i r  16 yang  menyatakan  

bahwa  ket i dak  cermatan  Tergugat  da lam  menerb i t kan  

objek  perkara  a  quo,  ada lah  kekh i l a f an  Tergugat  yang  

sebe lumnya  t i dak  pernah  mendengar  kete rangan  Penggugat  

sebaga i  p ihak  yang  sangat  berkepen t i ngan  dalam proses  

te rb i t n ya ,  Sura t  Keputusan  te rsebu t "  dengan  a lasan  
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pernya taan  te rsebu t  ke l i r u ,  t i dak  berdasarkan  atas  

hukum,  dan  t i dak  propors i ona l .  Dalam  jawaban  in i  

Tergugat  je l askan  kepada  Penggugat  bahwa  Tergugat  

mengeluarkan  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  

161.12- 316  Tahun  2008  tangga l  6  Mei  2008  ten tang  

Peresmian  Pemberhen t i an  Dan  Pengangkatan  Penggant i  

Antar  Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

Prov ins i  Sumatera  Utara ,  te lah  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  seua i  dengan  Pasal  91  

ayat  (1 )  huru f  c  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2003  

yang  menyatakan  "Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  (DPRD)  Prov ins i  berhent i  anta r  waktu  sebaga i  

anggota  karena  diusu l kan  o leh  Par ta i  Pol i t i k ,  dan  

Pasa l  55 Ayat  (1 )  huru f  c  Undang- Undang Nomor  32 Tahun  

2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  yang  menyatakan  

"Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  (DPRD)  

Prov ins i  berhen t i  anta r  waktu  sebaga i  anggota  karena  

diusu l kan  oleh  Par ta i  Pol i t i k  yang  bersangku tan " .  

Dalam  fak ta  hukum yang  te rungkap  adanya  Sura t  Dewan 

Pimpinan  Daerah  Par ta i  Golongan  Karya  Prov ins i  

Sumatera  Utara  kepada  Pimpinan  DPRD Prov ins i  Sumatera  

Utara  Nomor  PB-870/GK- SU/ I I / 2008  tangga l  16  Pebruar i  

2008  per iha l  Pengajuan  Penggant i  Antar  Waktu  (PAW) 

Anggota  FPG DPRD Prov ins i  Sumatera  Utara  atas  nama 

H.M.  Hanaf i ah  Harahap,  SH.  yang  mana  sura t  te rsebu t  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  

Par ta i  Golongan  Karya  Nomor  KEP-201/DPP/GOLKAR/I I / 2008  

tangga l  12  Mei  2008  ten tang  Pemberhent i an  sebaga i  

Anggota  Par ta i  Golkar  atas  nama  ABDUL  WAHAB 

DALIMUNTHE,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -  

4.  Bahwa  Terguga t  da lam  mengeluarkan  Keputusan  Menter i  

Dalam Neger i  Nomor  161.12- 316 Tahun  2008  tangga l  6 Mei  

2008  ten tang  Peresmian  Pemberhent i an  Dan Pengangkatan  

Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  Dewan Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Prov ins i  Sumatera  Utara ,  te lah  sesua i  dengan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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keten tuan  yang  d ia tu r  da lam  keten tuan  Undang- Undang  

Nomor  32 Tahun 2004 Pasa l  55 Ayat  (1 )  huru f  c  dan Ayat  

(3 )  yang  merupakan  t i ndak  lan ju t  dar i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -  

1) .  Sura t  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  Golongan  

Karya  Prov ins i  Sumatera  Utara  kepada  Pimpinan  DPRD 

Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  PB-870/GK- SU/ I I / 2 008  

tangga l  16  Pebruar i  2008  per iha l  Pengajuan  

Penggant i  Anta r  Waktu  (PAW)  Anggota  FPG  DPRD 

Prov ins i  Sumatera  Utara  atas  nama. .  H.  M.Hanaf i ah  

Harahap,  SH;- - - -

2) . Sura t  Pl t .  Ketua  DPRD Prov ins i  Sumatera  Utara  

kepada  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum  Prov ins i  

Sumatera  Utara  Nomor  1293/18 /Sekr .  tangga l  6 Maret  

2008  per iha l  Penggant i an  Antar  Waktu  Anggota  DPRD 

Prov ins i . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) .  Ber i t a  Acara  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  

Sumatera  Utara  Nomor  171- 760/KPU- SU  tangga l  10  

Maret  2008  ten tang  Penel i t i a n  Dan  Pemer iksaan  

Pemenuhan  Persyara tan  Calon  Penggant i  Antar  Waktu  

Anggota  DPRD  Prov ins i  Sumatera  Utara  Hasi l  

Pemi l i han  Umum  Tahun  2004;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

4) .  Sura t  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  

Sumatera  Utara  kepada  Pimpinan  DPRD  Prov ins i  

Sumatera  Utara  Nomor  171761/KPU- SU  tangga l  10 

Maret  2008  per iha l  Penggant i  Antar  Waktu  DPRD 

Prov is i  Sumatera  Utara  dar i  Par ta i  Golkar  Prov ins i  

Sumatera  Utara  A.n .  H.M.  Hanaf iah  Harahap,  SH.  

has i l  Pemi l i han  Umum Tahun 2004; - - - - - - - - - - - -  

5) .  Sura t  Pl t .  Ketua  DPRD Prov ins i  Sumatera  Utara  

kepada  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  1555/18 /Sek r .  

Tangga l  28  Maret  2008  per iha l  Penggant i  Anta r  

Halaman 17 dar i  38 halaman Putusan  73/G/2008 /PTUN- JKT
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Waktu  DPRD-SU dar i  Par ta i  Golongan  Karya ; - - - - - - - - -

6) .  Gubernur  Sumatera  Utara  kepada  Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  160/3363  tangga l  3 Apr i l  2008  per iha l  

Usul  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  DPRD Prov ins i  

Sumatera  Utara  dar i  Par ta i  Golkar  An.  H.M.  

Hanaf iah  Harahap,  

SH  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum te rsebu t  d ia tas ,  maka 

pernya taan  Penggugat  pada  but i r  26  yang  menyatakan  "bahwa  

oleh  karena  Sura t  Keputusan  Tergugat  te rsebu t  te lah  

di te rb i t k an  dengan  melanggar  azas- azas  umum pemer in tahan  

yang  baik ,  maka  secara  otomat i s  Keputusan  Tergugat  ya i t u  

ob jek  perkara  a  quo  juga  adalah  caca t  hukum,  dan  karena  

i t u  ada lah  patu t  d iba ta l kan "  ke l i r u ,  t i dak  tepa t  dan t i dak  

berdasar  atas  hukum,  seh ingga  dengan  demik ian  sudah  cukup  

alasan  bag i  Maje l i s  Hakim untuk  menyatakan  menolak  gugatan  

Penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  

menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENUNDAAN (SCORSING) 

5.  Bahwa  da lam  gugatan  Penggugat  pada  but i r  32  yang  

menyatakan  bahwa oleh  karena  i t u  maka  demi  hukum dan  

kead i l an  Penggugat  dengan  in i  memohon  agar  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  c .q ,  Maje l i s  

Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  in i  agar  

berkenan  k i ranya  mengeluarkan  Penetapan  Penundaan  

Pelaksanaan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Republ i k  Indones ia  Nomor  161.12- 316  Tahun  2008  tangga l  

6  Mei  2008.  Pernya taan  te rsebu t  menuru t  Tergugat  

ada lah  permohonan  yang  t i dak  tepa t  dan  ke l i r u  

menginga t  bahwa  t i dak  ada  alasan  yang  mendesak  dar i  

Penggugat  untuk  mengajukan  permohonan  penundaan  

te rsebu t  sebaga imana  yang  dia tu r  da lam  Pasal  67  Ayat  

(4 )  huru f  b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  berbuny i  

Permohonan  penundaan  sebaga imana  d imaksud  dalam  Ayat  

(2 ) ;  b.  Tidak  dapat  d ikabu l kan  apab i l a  kepent i ngan  

umum  da lam  rangka  pembangunan  mengharuskan  

di l aksanakan  keputusan  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  argumentas i  dan  fak ta - fak ta  hukum te rsebu t  

d ia tas ,  mohon k i ranya  kepada  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  

Tata  Usaha Negara  Jakar t a  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra  a quo berkenan  memutuskan  : - - - - - - - - - - -

DALAM HAL PENUNDAAN (SCORSING) 

Menolak  permohonan  Penundaan  (Scors i ng )  Penggugat  te rhadap  

keputusan  yang  di j ad i kan  objek  gugatan  da lam  perkara  a 

quo; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  

1.  Memer iksa  dan  memutuskan  dalam ekseps i  te r l eb i h  dahu lu  

sebe lum  pemer iksaan  pokok  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

2. Mener ima  ekseps i  Tergugat  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i te r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA 

1.  Menolak  gugatan  Penggugat  secara  

kese lu ruhan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2.  Menyatakan  sah  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Nomor  

161.12- 316  Tahun  2008  tangga l  6  Mei  2008  ten tang  

Peresmian  Pemberhen t i an  Dan  Pengangkatan  Penggant i  

Antar  Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Daerah  

Prov ins i  Sumatera  

Utara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Halaman 19 dar i  38 halaman Putusan  73/G/2008 /PTUN- JKT
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3. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  semua  biaya  

Perkara ;  - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  Maje l i s  Hakim berpendapat  la i n ,  mohon putusan  yang  

sead i l - ad i l nya ;  

Bahwa  atas  Jawaban  Tergugat  te rsebu t ,  Penggugat  

te l ah  mengajukan  Repl i k  pada  pers i dangan  tangga l  31  Ju l i  

2008,  dan  atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t  Pihak  Terguga t  

te l ah  mengajukan  Dupl i k  pada  pers i dangan  tangga l  7 Agustus  

2008  yang  untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan ,  maka Repl i k  

dan  Dupl i k  te rsebu t  t i dak  d ican tumkan  dalam  putusan  akan  

te tap i  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  dalam 

perkara  in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  gugatan ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  berupa  fo tocopy  sura t -

sura t  yang  te l ah  diber i  metera i  cukup  dan  te l ah  

di l ega l i s i r  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  

yang  sah,  ser ta  d ibe r i  tanda  P -  1  s/d  P -  8,  adalah  

sebaga i  ber i ku t :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  P- 1 : Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  :161 .12 -  316  Tahun  2008  ten tang  

Peresmian  Pemberhen t i an  dan  Pengangkatan  

Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Prov ins i  Sumatera  

Utara .  Ter tangga l  6  Mei  2008  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  P- 2 : Gugatan  Perdata  Nomor  :  

182/Pdt .G /2008 /PN.JKT.BAR  tangga l  9  Mei  

2008  anta ra  H.  Abdul  Wahab  Dal imunthe ,SH  

lawan  Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP)  Par ta i  

Golkar . ( f o t o  copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P- 3 : Pera tu ran  Organ isas i  Dewan  Pimpinan  Pusat  

Par ta i  Golongan  Karya  Nomor  :  PO-

01/DPP/GOLKAR/XI I / 2005  ten tang  Dis ip l i n  dan  

Sanks i  Organ isas i ,  ser ta  Pembelaan  Di r i  

Pengurus  dan/a tau  Anggota  Par ta i  Golongan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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Karya ,  te r t angga l  30 Desember  2005    ( fo t o  

copy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

4. Bukt i  P- 4 : Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Golongan  Karya  Nomor  :  KEP-

20/DPP/GOLKAR/I I / 2 008  ten tang  Pemberhent i an  

Sebaga i  Anggota  Par ta i  Golkar ,  te r t angga l  

12  Pebruar i  2008  (  fo to  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  P- 5 : Sura t  Dewan Pimpinan  Daerah  Par ta i  Golongan  

Karya  Prop ins i  Sumatera  Utara  Nomor  :  PB-

870/GK- SU/ I I / 2008  te r t angga l  16  Pebruar i  

2008  Hal  :  Pengajuan  Penggant i  Antar  Waktu  

(PAW)  Anggota  FPG DPRD Prov ins i  Sumatera  

Utara  atas  nama  H.M.  Hanaf i ah  Harahap,SH 

( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  P- 6 : Sura t  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Golkar  

Nomor  :  B- 145/  GOLKAR/I I / 2008  te r t angga l  21  

Pebruar i  2008  per iha l  :  Penegasan  SK DPP 

Par ta i  GOLKAR  No.  KEP-

201/DPP/GOLKAR/I I / 2008 .  ( fo t o  copy  dar i  

fo to  copy) ; - - - - -

7. Bukt i  P- 7 : Sura t  Dewan Pimpinan  Daerah  Par ta i  Golongan  

Karya  Prop ins i  Sumatera  Utara  Nomor  :  PB-

859/GK- SU/ I I / 2008  te r t angga l  14  Pebruar i  

2008  Hal  :  Pember i t ahuan  Pemberhent i an  H.  

Abd.  Wahab Dal imunthe ,  SH ( fo t o  copy  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

8. Bukt i  P- 8 : Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Nomor  :  161.22-  704  Tahun  2004  ten tang  

Peresmian  Pengangkatan  Pimpinan  Dewan 

Halaman 21 dar i  38 halaman Putusan  73/G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Prov ins i  Sumatera  

Utara .  Tangga l  14  Oktober  2004  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  Jawabannya ,  

Tergugat  te lah  mengajukan   bukt i   berupa  fo tocopy  sura t -

sura t  yang  te l ah  diber i  metera i  cukup   dan   te lah  

di l ega l i s i r   seh ingga   dapat   d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  

yang  sah,  ser ta  dibe r i  tanda  T- 1 s/d  T- 10,  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T- 1 : Sura t  Gubernur  Sumatera  Utara  kepada  

Menter i  Dalam Neger i  No.160/333  tangga l  3 

Apr i l  2008  per iha l  :  Usul  Penggant i  Antar  

Waktu  Anggota  DPRD Prov ins i  Sumatera  Utara  

dar i  Par ta i  Golkar  atas  nama H.M Hanaf iah  

( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

2. Bukt i  T- 2 : Sura t  Ketua  DPRD Prov ins i  Sumatera  Utara  

kepada  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  :  

1555/18 /Sek r  tangga l  28  Maret  2008  

per i ha l  :  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  

DPRD-SU dar i  Par ta i  Golongan  Karya .  ( fo t o  

copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T- 3 : Sura t  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  

Sumatera  Utara  kepada  Pimpinan  DPRD 

Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  :  171-

761/KPU- SU tangga l  10  Maret  2008  per iha l  

Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  DPRD Prov ins i  

Sumatera  Utara  atas  nama  H.M  Hanaf i ah  

Harahap,SH Hasi l  Pemi l i han  Umum Tahun 2004.  

( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ; -

4. Bukt i  T- 4 : Ber i t a  Acara  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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171- 760/  KPU-SU  tangga l  10  Maret  2008  

ten tang  Penel i t i a n  dan  Pemer iksaan  

Pemenuhan Persyara tan  Calon  Penggant i  Antar  

Waktu  Anggota  DPRD Prov ins i  Sumatera  Utara  

Hasi l  Pemi l i han  Umum Tahun  2004  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  copy) ; - -

5. Bukt i  T- 5 : Sura t  Ketua  DPRD Prov ins i  Sumatera  Utara  

kepada  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  

Sumatera  Utara  Nomor  :  1293/18 /Sek r  tangga l  

6  Maret   2008  per iha l  Penggant i an  Antar  

Waktu  Anggota  DPRD Prov ins i .  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T- 6 : Sura t  Dewan Pimpinan  Daerah  Par ta i  Golongan  

Karya  Prov ins i  Sumatera  Utara  kepada  

Pimpinan  DPRD Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  

:  PB-870/GK- SU/ I I / 2008  tangga l  16  Pebruar i  

2008  per iha l  :  Pengajuan  Penggant i  Antar  

Waktu  (PAW)  anggota  FPG  DPRD Prov ins i  

Sumatera  Utara  atas  nama H.M Harahap,SH.  

( fo t o  copy  dar i  fo to  copy) ; - - - -

7. Bukt i  T- 7 : Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2003  ten tang  

Susunan  dan  Kedudukan  Maje l i s  

Permusyawara tan  Rakyat ,  Dewan  Perwak i l an  

Daerah,  Dewan  Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Pasa l  91  Ayat  (1 )  

huru f   c  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

8. Bukt i  T- 8 : Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah  Pasa l  55 ayat  (1 )  huru f  

c  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  T- 9 : Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Halaman 23 dar i  38 halaman Putusan  73/G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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Golongan  Karya  Nomor  :  KEP-

20/DPP/GOLKAR/I I / 2 008  ten tang  Pemberhent i an  

Sebaga i  Anggota  Par ta i  Golkar  atas  nama 

Sdr .  Abdul  Wahab Dal imun the ,  SH dengan  NPAG 

02030000100  ( fo t o  copy  dar i  fo to  

copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  T- 10 : Sura t  Dewan  Pimpinan  Pusat  

Par ta i  Golongan  Karya  kepada  Pimpinan  DPRD 

Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  :  B-

145/GOLKAR/I I / 2008  tangga l  21 Pebruar i  2008  

Per iha l  :  Penegasan  SK DPP Par ta i  Golkar  No 

:  KEP-201/DPP/  GOLKAR/I I / 2008  ( fo t o  copy  

dar i  fo to  copy) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Para  Pihak  t i dak  mengajukan  Kes impu lannya  

walau  te l ah  dibe r i  kesempatan  secara  patu t  untuk  

i t u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  d ipe rs i dangan  

menunjuk  pada  ber i t a  acara  pers idangan  di  da lam  perkara  

in i  dan  merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  

ura ian  putusan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  akh i rnya  Kedua  Belah  Pihak  menyatakan  bahwa 

mereka  t i dak  akan  mengajukan  apa- apa  lag i  da lam  perkara  

in i ,  dan  se lan ju t nya  mohon 

putusan . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM  :

Menimbang,  bahwa  maksud  gugatan  Penggugat  adalah  

sebaga imana  te ru ra i  

d ia tas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

memohon  untuk  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  objek  

sengketa  ya i t u  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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Republ i k  Indones ia  Nomor  161.12- 316  Tahun  2008  Tangga l  6  

Mei  2008   ten tang  Peresmian  Pemberhen t i an  dan Pengangkatan  

Penggant i  Anta r  Waktu  Anggota  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Prov ins i  Sumatera  Utara  (Buk t i  P- 1)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

 Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  ekseps i  sebaga imana  

te rmuat  da lam  sura t  jawaban  Tergugat  te r t angga l  14  Ju l i  

2008  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  mempela ja r i  ekseps i  

te rsebu t  d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat ,  ekseps i  

Tergugat  dapat  d ipe r t imbangkan  dan  dipu tus  dalam  putusan  

in i ,  o leh  karenanya  sebe lum  mempert imbangkan  pokok  

perkara ,   te r l eb i h  dahu lu  akan  d ipe r t imbangkan  ekseps i  

sebaga i  ber i ku t  ; - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  

Menimbang,  bahwa  dalam  ekseps inya ,  pada  pokoknya  

Tergugat  mendal i l k an  ten tang  fundamentum  petend i  maupun 

pet i t um  gugatan  Penggugat  harus lah  di to l a k  atau  set i dak -

t i daknya  gugatan  Penggugat  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  

karena  keputusan  ob jek  sengketa  di te rb i t k an  Tergugat  

sete lah  Tergugat  mendengar  kepent i ngan  se lu ruh  pihak  

te rmasuk  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  d ia tas  Maje l i s  

Hakim  akan  mempert imbangkan  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  ekseps i  Tergugat  

te rsebu t ,  menuru t  Maje l i s  Hakim  t i dak l ah  bers i f a t  

eksept i e f  karena  te l ah  menyangkut  da l i l  yang  mengura i kan  

prosedur  penerb i t an  keputusan  objek  sengketa  dan  dal i l  

demik ian  t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  Maje l i s  Hakim  dalam 

bag ian  ekseps i  karena  merupakan  bag ian  per t imbangan  dalam 

Halaman 25 dar i  38 halaman Putusan  73/G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pokok  perkara ,  o leh  karenanya  ekseps i  Tergugat  t i dak l ah  

bera lasan  hukum  dan  harus lah  d i t o l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  ekseps i  Tergugat  te l ah  

dinya takan  di to l a k  maka  se lan ju t nya  akan  d ipe r t imbangkan  

pokok  perkara  sebaga i  ber i ku t  ; - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang,  bahwa te r l eb i h  dahu lu  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  mengenai  keputusan  objek  sengke ta  apakah  

merupakan  Keputusan  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  d imaksud  

Pasal  1  but i r  3  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te l ah  d iubah  dan  

di tambah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  Pasa l  1  but i r  3  menentukan ,  

“Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  suatu  penetapan  

te r t u l i s  yang  d ike lua r kan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum Tata  Usaha  Negara  

yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  yang  

menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan  hukum 

perda ta ” .  Dan  pada  Pasa l  1  but i r  1  yang  dimaksud  Tata  

Usaha  Negara  ada lah  Admin is t r a s i  Negara  yang  melaksanakan  

fungs i  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemer in tahan  baik  di  

pusat  maupun  d i  daerah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa keputusan  objek  sengketa  pada  bukt i  

P- 1  adalah  penetapan  te r t u l i s ,  yang  te l ah  bers i f a t  

konkre t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l  ser ta  menimbulkan  ak iba t  

hukum  karena  berben tuk  te r t u l i s  ber i s i  pemberhent i an  

Penggugat  ser ta  penggant i  Penggugat  se laku  anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Prov ins i  Sumatera  Utara  dan da lam 

mekanisme  proses  Penggant i an  anta r  waktu  anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  (DPRD)    a- quo,  adanya  t i ndakan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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hukum  Tata  Usaha  Negara  karena  Tergugat  se laku  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  dibe r i  kewenangan  melakukan  t i ndakan  

dalam  bentuk  keputusan  penggant i an  anta r  waktu  dengan  

didasarkan  pada  usu l  Par ta i  po l i t i k  (Parpo l )  sete lah  

menempuh prosedur  proses  ver i f i k a s i  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  (KPU  Prov ins i )  dan  disampaikan  mela lu i  DPRD 

Prov ins i ,  Gubernur  sebaga imana  d i t en tukan  dalam keten tuan -

keten tuan  sebaga i    ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Undang- Undang Nomor  22 Tahun  2003  ten tang  susunan  dan  

kedudukan  Maje l i s  Permusyawara tan  Rakyat ,  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat ,  Dewan Perwak i l an  Daerah  dan  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  25  Tahun  2004  ten tang  

Pedoman  penyusunan  pera tu ran  ta ta  te r t i b  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  sebaga imana  te lah  diubah  

dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  53  Tahun  2005  

ten tang  perubahan  atas  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  25  

Tahun 2004 ; - - - - - - - - - - - - - - - - -   

3. Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah  sebaga imana  te l ah  d iubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2005  ten tang  Penetapan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Penggant i  Undang- Undang  Nomor  3 

Tahun  2005  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  

32  Tahun  2004   ten tang  Pemer in tahan  Daerah  menjad i  

undang- undang ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa walaupun  te rb i t n ya  keputusan  objek  

sengketa  didahu lu i  dengan  usu lan  dar i  par ta i  yang  

bersangku tan  (sebaga i  proses  pol i t i k )  yang  berada  d i l ua r  

kewenangan  Tergugat ,  namun dalam memproses  keputusan  ob jek  

sengketa  te rsebu t ,  Tergugat  mempunyai  keb i j a kan  (d i sk res i )  

sebaga i  fas i l i t a t o r  penye lenggara  otonomi  daerah  (dahu lu  

disebu t  Pembina  pol i t i k  da lam  neger i )  yang  melakukan  

pembinaan  dengan  cara  menerb i t kan  keten tuan  ten tang  

pelaksanaan  proses  penggant i an  anta r  waktu  anggota  DPRD 

Prov ins i  dan  Kabupaten /Ko ta  berupa  Sura t  Edaran  Nomor  

Halaman 27 dar i  38 halaman Putusan  73/G/2008 /PTUN- JKT
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161/3171 /SJ  tangga l  22  Desember  2003  yang  anta ra  la i n  

menentukan  langkah- langkah  penye lesa ian  admin is t r a s i  

sura t - menyura t  da lam  proses  penggant i an  anta r  waktu  

anggota  DPRD  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t ,  

maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  keputusan  objek  

sengketa  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  

d iguga t  d i  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  karenanya  

berdasarkan  Pasal  47  dan  Pasa l  50  Undang- Undang  Nomor  5  

Tahun  1986  sebaga imana  te l ah  diubah  dan  di tambah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  maka  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  berwenang  memer iksa ,  memutus  dan  

menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha Negara  dalam perkara  in i  

sebatas  pengu j i an  te rhadap  penggunaan  wewenang  yang  ada  

pada  Terguga t  yang  d ipe ro leh  Tergugat  dar i  keten tuan -

keten tuan  d ia tas  yang  merupakan  perangka t  hukum 

pub l i k / admin i s t r a s i  dan  leb ih  lan ju t  d i l engkap i  Tergugat  

dengan  bentuk  Sura t  Edaran  Nomor  161/3171 /SJ  tangga l  22  

Desember  2003  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  pokok  perkara  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Menimbang,  bahwa  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  

se lengkapnya  adalah  sebaga imana  te ru ra i  da lam 

gugatannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l - da l i l  gugatan  

Penggugat  te rsebu t ,  Tergugat  te lah  membantahnya  dengan  

mengemukakan  dalam  penerb i t an  keputusan  objek  sengke ta  

te l ah  sesua i  dengan  keten tuan  hukum  yang  

ber l aku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Disclaimer
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Menimbang,  bahwa oleh  karena  te rnya ta  Terguga t  te l ah  

membantah  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  maka Maje l i s  Hakim 

akan  menguj i  da l i l - da l i l  para  pihak  te rsebu t  berdasarkan  

fak ta - fak ta   yang  dipe ro l eh  dalam  pers idangan      a- quo ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ins t r umen  hukum  yang  dapat  

d igunakan  Hakim  pada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  ada lah  

didasarkan  keten tuan  yang  dia tu r  da lam Pasal  53 ayat  (2 )  a  

dan  b  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004.  Berdasarkan  

keten tuan  te rsebu t ,  suatu  keputusan  Tata  Usaha  Negara  

dapat  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  

apab i l a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku ,  atau   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te r l eb i h  dahu lu  diper t imbangkan ,  

apakah  Keputusan  objek  sengke ta  te l ah  di te rb i t k an  

ber ten tangan  atau  te l ah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  di t i n j a u  dar i  seg i  kewenangan,  

prosedur  dan  substans i  mater i l  ser ta  Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang 

Baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  di t i n j a u  dar i  seg i  kewenangan  

berdasarkan  Keten tuan- keten tuan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

1. Pasa l  93 ayat  (3 )  Undang- Undang Nomor  22 Tahun  

2003  ten tang  Susunan  dan  Kedudukan  Maje l i s  

Permusyawara tan  Rakyat ,  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat ,  Dewan  Perwak i l an  Daerah  dan  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah,  menentukan  
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“Peresmian  pemberhent i an  dan  pengangkatan  

penggant i  anta r  waktu  anggota  Dewan Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Prov ins i  d i t e t apkan  dengan  

keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  atas  nama 

Pres iden  ”  ;  - - - - - - - - - - - - - -

2. Pasa l  38  ayat  (1 )  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  

25  Tahun  2004  ten tang  Pedoman  Penyusunan  

Pera tu ran  Tata  Ter t i b  Dewan Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  53  Tahun  2005  

ten tang  Perubahan  atas  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  25  Tahun  2004,  anta ra  la i n  menentukan  “  

Usul  pemberhent i an  anggota  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  … kepada  Menter i  Dalam Neger i  … 

untuk  

di resmikan”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Pasal  55  ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  32 

Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  

Nomor  8 Tahun  2005  ten tang  Penetapan  Pera tu ran  

Pemer in tah  Penggant i  Undang- Undang  Nomor  3 

Tahun  2005  ten tang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  anta ra  la i n  

menentukan  “  Pemberhent i an  anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  … kepada  Menter i  

Dalam  Neger i  …  untuk  di resmikan  

pemberhent i annya  

”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  keten tuan - keten tuan  dia tas  

yang  meskipun  dalam  keten tuan  Pasa l  93  ayat  (3 )  Undang-

Undang Nomor  22 Tahun 2003  dibua t  atas  nama Pres iden  namun 

dalam  pe laksanaan  prosedur  t i dak  mensyara tkan  adanya  

perse tu j uan  Pres iden  dan  pula  dengan  mel iha t  bentuk  

keputusan  objek  sengketa  yang  t i dak  memuat  atas  nama 

Pres iden  maupun  pada  bag ian  membaca,  menimbang,  menginga t  

dan  memperhat i kan  yang  t i dak  mencantumkan  adanya  

Disclaimer
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perse tu j uan  Pres iden ,  dengan  demik ian  secara  at r i bu t i f ,  

Tergugat  memi l i k i  kewenangan  dalam  menerb i t kan  keputusan  

objek     sengke ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  se lan ju tn ya  akan  dipe r t imbangkan  

mengenai  prosedur  dan  substans i  mater i l  ser ta  pe laksanaan  

Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  ket i ka  Tergugat  

mempers iapkan /menerb i t k an  keputusan  objek  

sengketa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  keputusan  objek  sengketa  

bag ian  menimbang  huru f  a,  anta ra  la i n  memuat  dasar  

pemberhent i an  anta r  waktu  Penggugat  karena  d iusu l kan  oleh  

par ta i  pol i t i k  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Menimbang,   bahwa te rhadap  pemberhent i an  anta r  waktu  

sebaga i  anggota  DPRD Prov ins i  karena  adanya  usu l  par ta i  

po l i t i k ,  mekanisme  yang  di tempuh  da lam  ka i t an  kewenangan  

Tergugat  d ia tu r  pada  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2003  

Pasal  93  ayat  (1 ) ,  bahwa  “P imp inan  DPRD  Prov ins i  

menyampaikan  kepada  KPU  Prov ins i  nama  anggota  DPRD 

Prov ins i  yang  dibe rhen t i k an  dan  nama ca lon  penggant i  anta r  

waktu  yang  diusu l kan  oleh  pengurus  par ta i  po l i t i k  yang  

bersangku tan  untuk  dive r i f i k a s i ”  dan  Ayat  (2 ) ,  bahwa 

“P imp inan  DPRD Prov ins i  menyampaikan  kepada  Menter i  Dalam 

Neger i  mela lu i  Gubernur  untuk  meresmikan  pemberhent i an  dan  

pengangkatan  anggota  DPRD  Prov ins i  te rsebu t  sete lah  

mener ima  rekomendas i  KPU Prov ins i  sebaga imana  d imaksud  

pada  ayat  (1 ) ” .  Selan ju tnya  dar i  keten tuan  pada  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  25  Tahun  2004  Pasal  37  ayat  (1 )  huru f  c  

bahwa,  “Anggota  DPRD berhent i  anta r  waktu  sebaga i  anggota  

karena  diusu l kan  o leh  par ta i  po l i t i k  yang  bersangku tan ”  

dan  pada  Pasa l  38  ayat  (1 )  anta ra  la i n ,  “Usu l  

pemberhent i an  anggota  DPRD yang  te l ah  memenuhi  keten tuan  

sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  37  ayat  (1 )  huru f  … dan  

huru f  c  … langsung  disampaikan  pimpinan  DPRD kepada  
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Menter i  Dalam Neger i  mela lu i  Gubernur  untuk  DPRD Prov ins i ,  

…  untuk  

di resmikan ”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  berbaga i  keten tuan  dia tas ,  

maka  syara t - syara t  yang  harus  dipenuh i  dan  merupakan  

kewenangan  pengu j i an  Tergugat  da lam  dalam  melaksanakan  

pemberhent i an  anta r  waktu  sebaga i  anggota  DPRD Prov ins i  

karena  adanya  usu l  par ta i  po l i t i k  adalah  sete lah  

te rpenuh inya  ke lengkapan  syara t  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

1.  Adanya  usu l  par ta i  po l i t i k  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Telah  d ive r i f i k a s i  o leh  KPU 

Prov ins i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

3.  Disampaikan  oleh  DPRD  Prov ins i  kepada  

Gubernur  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Di te ruskan  o leh  Gubernur  kepada  Menter i  Dalam 

Neger i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  leb ih  lan ju t  Maje l i s  Hakim  akan  

menel i t i  sesua i  dengan  bukt i - bukt i  d ipe rs i dangan  a- quo,  

ya i t u  apakah  Tergugat  da lam  menerb i t kan  keputusan  ob jek  

sengketa  te l ah  di l engkap i  persya ra tan  d ia tas  ; - - - -

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  pada  pers i dangan  a- quo,  

d ipe ro l eh  ala t  bukt i  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

1. Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Golongan  

Karya  Nomor  201/DPP/Golka r / I I / 2 0 08  tangga l  12 

Februar i  2008  ten tang  Pemberhent i an  sebaga i  anggota  

Par ta i  Golongan  Karya  te rhadap  Penggugat  (Buk t i  P-

4=bukt i  T- 9)  ber i ku t  penegasannya  dalam  Sura t  

Keputusan  Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i  Golongan  Karya  

Nomor  B- 145/Golka r / I I / 2 008  tangga l  21  Februar i  2008  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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(Buk t i  P- 6=T-

10)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

2. Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Daerah  Par ta i  Golongan  

Karya  Nomor  :  PB-859/GK- SU/ I I / 2 008  tangga l  14  

Februar i  2008  ten tang  Pember i t ahuan  Pemberhent i an  H.  

Abd.  Wahab Dal imunthe ,  SH.  ( Incassu  Penggugat )  (Buk t i  

P-

7)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Daerah  Par ta i  Golongan  

Karya  Nomor  :  PB-870/GK- SU/ I I / 2 008  tangga l  16  

Februar i  2008  ten tang  Pengajuan  Penggant i  Anta r  Waktu  

(PAW)  Anggota  FPG DPRD Prov ins i  Sumatera  Utara  a/n .  

H.M.  Hanaf i ah  Harahap,  SH.  (Buk t i  P- 5=bukt i  T-

6)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Sura t  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Sumatera  

Utara  Nomor  171- 761/KPU- SU  tangga l  10  Maret  2003  

ten tang  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  DPRD Prov ins i  

Sumatera  Utara  dar i  Par ta i  Golongan  Karya  Prov ins i  

Sumatera  Utara  An.  H.M.  Hanaf i ah  Harahap,  SH.  Hasi l  

Pemi l i han  Umum Tahun  2004,  pada  pokoknya  memuat  

penggant i an  anta r  waktu  sebaga i  anggota  DPRD Prov ins i  

Sumatera  Utara  dar i  Penggugat  kepada  H.M.  Hanaf i ah  

Harahap,  SH  (Buk t i  T-

3)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

5. Ber i t a  acara  Rapat  Pleno  KPU Prov ins i  Sumatera  Utara  

Nomor  171- 760/KPU- SU tangga l  10  Maret  2008  ten tang  

Penel i t i a n  Dan  pemer iksaan  Pemenuhan  Persyara tan  

Calon  Penggant i  Antar  Waktu  Anggota  DPRD Prov ins i  

Sumatera  Utara  Hasi l  Pemi l i han  Umum Tahun  2004,  pada  

pokoknya  memuat  penggant i an  anta r  waktu  sebaga i  

anggota  DPRD Prov ins i  Sumatera  Utara  dar i  Penggugat  

kepada  H.M.  Hanaf iah  Harahap,  SH  (Buk t i  T- 4)  ;  

- - - - - - - - - - - - - -  

Halaman 33 dar i  38 halaman Putusan  73/G/2008 /PTUN- JKT
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6. Sura t  Pl .  Ketua  DPRD Prov ins i  Sumatera  Utara  Nomor  

1555/18 /Sek r  tangga l  28  Maret  2008  ten tang  

Penggant i an  Antar  Waktu  Anggota  DPRD-SU dar i  Par ta i  

Golongan  Karya ,  pada  pokoknya  memuat  penggant i an  

anta r  waktu  sebaga i  anggota  DPRD Prov ins i  Sumatera  

Utara  dar i  Penggugat  kepada  H.M.  Hanaf i ah  Harahap,  SH 

(Buk t i  T- 2)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

7. Sura t  Gubernur  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor  160/3363  

tangga l  3  Apr i l  2008  ten tang  Usul  Penggant i  Antar  

Waktu  Anggota  DPRD Prov ins i  Sumatera  Utara  di t u j u kan  

pada  Menter i  Dalam  Neger i  RI ,  pada  pokoknya  memuat  

usu l  penggant i an  anta r  waktu  sebaga i  anggota  DPRD 

Prov ins i  Sumatera  Utara  dar i  Penggugat  kepada  H.M.  

Hanaf iah  Harahap,  SH (Buk t i  T- 1)  ; - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  walaupun  dar i  bukt i - bukt i  yang  

dia jukan  para  pihak  d ia tas  sebag ian  adalah  dar i  fo tocopy  

namun  karena  masing- masing  pihak  t i dak  membantah  

keberadaan  sura t  bukt i  te r sebu t  karenanya  dapat  menjad i  

per t imbangan  untuk  menyatakan  sebaga i  bag ian  da lam 

ke lengkapan  persyara tan  dalam  proses  penerb i t an  sura t  

keputusan  objek  sengketa  ; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  bukt i - bukt i  d ia tas ,  

membukt i kan  bahwa  te rhadap  t i ndakan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  keputusan  ob jek  sengke ta  te lah  didasarkan  

per t imbangan  karena  te l ah  di l engkap i  dengan  usu l  Par ta i  

Pol i t i k  ya i t u  berdasarkan  sura t  dar i  Dewan Pimpinan  Pusat  

maupun  sura t  dar i  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  Golongan  

Karya  Prov ins i  Sumatera  Utara  ber i ku t  Ber i t a  Acara  yang  

memuat  ver i f i k a s i  ser ta  rekomendas i  KPU Prov ins i  Sumatera  

Utara  dan  d i l an j u t k an  mela lu i  sura t  Pl .  Ketua  DPRD 

Prov ins i  Sumatera  Utara  kepada  Gubernur  Sumatera  Utara  dan  

ber i ku t  dengan  sura t  Gubernur  Prov ins i  Sumatera  Utara  

di te ruskan  lag i  kepada  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  bukt i - bukt i  pada  pers i dangan  

a- quo  sebaga imana  te l ah  d iu ra i kan  dia tas ,  Maje l i s  Hakim 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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berpendapat  bahwa  Keputusan  objek  sengke ta  te l ah  

di te rb i t k an  sesua i  dengan  keten tuan  perundang- undangan  

yang  mengatu rnya  dan  te lah  sesua i  dengan  Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang 

Baik  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  da l i l  Penggugat  yang  

mendal i l k an  bahwa cacad  hukumnya  keputusan  objek  sengketa  

karena  t i dak  mengindahkan  sura t - sura t  Penggugat  dan  te l ah  

ber ten tangan  dengan  AD/ART  maupun  pera tu ran  organ isas i  

Par ta i  Golkar  yang  ber l aku  dan sedang  dalam proses  gugatan  

di  Pengad i l an   Neger i  Jakar ta  Bara t ,  kebera tan  demik ian  

ada lah  menyangkut  pengu j i an  te rhadap  t i ndakan  in te r na l  

par ta i  dalam  mengusu lkan  suatu  PAW yang  sesua i  keten tuan  

perundang- undangan  sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  di  depan  

ada lah  bukan  kewenangan  Tergugat  untuk  menguj i nya ,  o leh  

karenanya   te rhadap  t i ndakan  d i l ua r  batas  kewenangan  

Tergugat  dan  Tergugat  te l ah  mematuh inya  dengan  t i dak  

melakukan  pengu j i an  di l ua r  batas  kewenangannya,  maka 

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  dapat  menguj i  t i ndakan  

hukum di l ua r  batas  kewenangan  Tergugat  kecua l i  Terguga t  

te l ah  melakukan  t i ndakan  hukum meleb ih i  kewenangan  yang  

ada  padanya.  Bahwa  dengan  demik ian  dal i l  hukum gugatan  

menyangkut  a lasan  Tergugat  t i dak  mengindahkan  kebera tan  

te rhadap  usu l  PAW te rhadap  di r i  Penggugat  bukan lah  

kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  menguj i nya  

karena  bukan  merupakan  urusan  pemer in tahan  dan  mengena i  

kebera tan  Penggugat  karena  dalam  proses  gugatan  di  

Pengad i l an  Neger i  t i dak  pula  dapat  d ipe r t imbangkan  karena  

belum  ada  putusan  Pengad i l an  Neger i  yang  mempro leh  

kekuatan  hukum te tap  atau  putusan  ser ta  merta  ten tang  ha l  

te rsebu t  yang  memer in tahkan  Tergugat  menghent i kan  proses  

penerb i t an  keputusan  objek  

sengketa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-      

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kese lu ruhan  

per t imbangan  dia tas  maka Maje l i s  Hakim  menyatakan  menolak  

Halaman 35 dar i  38 halaman Putusan  73/G/2008 /PTUN- JKT
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gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  da lam  penerb i t an  keputusan  

objek  sengke ta  t i dak  te rdapa t  cacat  hukum  maka  dalam 

perkara  a- quo,  Maje l i s  Hakim  dengan  Penetapan  Nomor  

73/G/2008 /PTUN- JKT tangga l  23  Oktober  2008  te l ah  mencabut  

Penetapan  Nomor  73/G/2008 /PTUN- JKT  tangga l  12  Jun i  2008  

ten tang  Penundaan  Pelaksanaan  Keputusan  Obyek  sengketa ,  

dengan  demik ian  t i dak  per l u  dipe r t imbangkan  

lag i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa oleh  karena  gugatan  Penggugat  te lah  

dinya takan  di to l ak  se lu ruhnya  maka  Penggugat  sesua i  

keten tuan  pasa l  110  Undang- Undang  nomor  5  Tahun  1986  

sebaga imana  te lah  diubah  dan  d i t ambah  dengan  Undang- Undang  

Nomor  9 Tahun  2004,  harus lah  dinya takan  sebaga i  p ihak  yang  

ka lah  dan  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  in i  yang  

besarnya  akan  d i t en tukan  dalam  amar  putusan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  sega la  bukt i  yang  t i dak  

dipe r t imbangkan  dalam putusan  in i  d ipandang  t i dak  re levan  

dan  dikesampingkan  akan  te tap i  te tap  di l amp i r kan  dalam 

berkas  

perkara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

MENGINGAT :

- Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

Undang- Undang  No.  5 tahun  1986    ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-   Ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

berka i t an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

DALAM EKSEPSI  :

-   Menolak  ekseps i  

Tergugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - -

DALAM POKOK PERKARA :

1.   Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  2.  Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

in i  yang  d ipe rh i t ungkan  sebesar  Rp.  422.000 , -  

(empat  ra tus  dua  puluh  dua  r ibu  

rup iah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  d ipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  

har i  Selasa ,  tangga l  14  Oktober  2008  oleh  kami  M.H.  

SIRAIT,  S.H. ,M.H .  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s  ser ta  FARI  

RUSTANDI,  S.H.  dan  ANDRI  MOSEPA,  S.H. ,  M.H.  masing- masing  

sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  mana  diucapkan  pada  har i  

Kamis,  tangga l  23  Oktober  2008  da lam  pers idangan  yang  

te rbuka  untuk  umum oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  d ia tas  

dengan  diban tu  oleh  MULYATI,  S.H.   Sebagai  Pani te ra  

Penggant i  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  dengan  

dihad i r i  o leh  kuasa  Tergugat  dan  tanpa  dihad i r i  o leh  

Penggugat  atau  kuasanya; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM- HAKIM ANGGOTA, 

  

t t d

             t t d

FARI  RUSTANDI,  S.H.                                     M. 

H.  SIRAIT,  S.H. ,  M.H.

             t t d

ANDRI MOSEPA, S.H. ,  M.H.

           

  

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 37 dar i  38 halaman Putusan  73/G/2008 /PTUN- JKT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

  

t t d

  

MULYATI,  S.H.

                                          

Rincian  Biaya  Perkara  :

1.  Kepani te r aan………………………………Rp.    395.000 , -

2.  Matera i  Penundaan….……………….Rp.        6.000 , -

3.  Redaks i  Penundaan. .…………………Rp.        3.000 , -

4.  Matera i  Putusan  …….…….…………. Rp.        6.000 , -

5.  Redaks i  Putusan  ………………………Rp.        3.000 , -

6.  Matera i  Pencabutan  Penundaan Rp.        6.000 , -

7.  Redaks i  Pencabutan  Penundaan Rp.        3.000 , -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  +

Rp.     422.000 , -   

                      (empat  ra tus  dua puluh  dua 
r i bu  rup iah )   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38


